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Human trafficking is a complex global crime problem that affects 
thousands of individuals with devastating social impacts. Social workers 
have a crucial role to play in mitigating and addressing this issue. This 
study analyses literature and best practices to explain how social ecology 
theory is applied in social work practice in the context of human 
trafficking, through three levels: micro, meso, and macro. At the micro 
level, social workers work directly with victims to provide social services 
and rehabilitation through individual assistance and protection. At the 
meso level, social workers collaborate with local institutions and 
communities to strengthen coordination networks in social services, 
protection and support for victims. While at the macro level, social 
workers play a role in policy advocacy and structural change to reduce risk 
factors for human trafficking. This research uses a descriptive-analytical 
approach to explore how social ecology theory is applied in social workers' 
practice to combat human trafficking. Data was collected through an in- 
depth literature review and case studies of best practices from various 
global contexts. The results show that the integration of social ecology 
theory in social workers' intervention strategies can increase the 
effectiveness of efforts to prevent, protect, and rehabilitate victims of 
human trafficking 

 

ABSTRAK 
Perdagangan manusia merupakan masalah kejahatan global yang 

kompleks yang mempengaruhi ribuan individu dengan dampak sosial yang 
merusak. Pekerja sosial memiliki peran krusial dalam upaya mitigasi dan 
menanggulangi persoalan ini. Studi ini melakukan analisis literatur dan 
best practice untuk menjelaskan bagaimana teori ekologi sosial 
diterapkan dalam praktik pekerja sosial pada konteks perdagangan 
manusia, melalui tiga tingkatan: mikro, meso, dan makro. Pada tingkat 
mikro, pekerja sosial bekerja secara langsung dengan korban untuk 
memberikan layanan sosial dan rehabilitasi melalui bantuan dan 
perlindungan individu. Pada tingkat meso, pekerja sosial berkolaborasi 
dengan lembaga dan komunitas lokal untuk memperkuat jaringan 
koordinasi dalam layanan sosial, perlindungan dan dukungan bagi 
korban. Sedangkan pada tingkat makro, pekerja sosial berperan dalam 
advokasi kebijakan dan perubahan struktural untuk mengurangi faktor 
risiko perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi bagaimana teori ekologi sosial 
diterapkan dalam praktik pekerja sosial untuk memerangi perdagangan 
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manusia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang mendalam dan 
studi kasus praktik terbaik dari berbagai konteks global. Hasilnya 
menunjukkan bahwa integrasi teori ekologi sosial dalam strategi 
intervensi pekerja sosial dapat meningkatkan efektivitas upaya 
pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban perdagangan manusia 
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INTRODUCTION 
peradaban manusia (Nisak, 2021). Perdagangan manusia melibatkan eksploitasi individu untuk keuntungan ekonomi 

dan sosial, seringkali melibatkan manusia untuk tujuan seksual atau kerja paksa (Idul Adnan, 2024). Terdapat mitos seputar 
perdagangan manusia yang menghambat upaya penanggulangan. Mitos ini dirancang untuk mengaburkan pemahaman 
public bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan penculikan, penyiksaan, penahanan dengan kekerasan fisik, 
maupun penyelundupan untuk bekerja. Sehingga, korban yang direkrut melalui manipulasi dan penipuan (janji palsu) tidak 
merasa dieksploitasi (Novindah dan Kurniadi, 2022; Tri Wahyu, 2010). Faktanya, bentuk perdagangan manusia semakin 
terorganisir dengan metode kontrol menggunakan intimidasi, manipulasi psikologi, ancaman, bahkan penahanan upah 
korban. Realita ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang melibatkan eksploitasi 
faktor ekonomi, psikologi dan sosial (Yusitarani, 2020; Moru, 2021). 

Di beberapa kasus korban perdagangan manusia merupakan buruh migran yang rentan terhadap eksploitasi dan kerja  
paksa (Monique & Puspamawarni, 2020). Korban perdagangan manusia atau Victims Human Trafficking (VHT) sering 
mengalami dampak psikologis yang serius serta memerlukan dukungan, termasuk pelayanan kesehatan mental (Kiling & 
Kiling-Bunga, 2020). Perlindungan hukum terhadap VHT harus ditekankan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak korban 
terkait status sebagai korban, keamanan, bantuan hukum dan pemulihan psikososial (Palguna et al., 2021). Perlindungan VHT 
harus diberikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia seperti tetap memiliki perlindungan identitas selama proses hukum 
walau dengan status sebagai korban dan menjamin proses hukum tidak mengganggu psikologis korban (Suryamizon, 2017; 
Takariawan & Putri, 2018). Upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, termasuk pemenuhan hak asasi 
manusia, merupakan aspek penting dalam penanggulangan perdagangan manusia (Ansari, 2021; Ardin & Harefa, 2021). 

Faktor-faktor seperti lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan merupakan salah satu pendorong utama 
terjadinya perdagangan manusia (Plantika, 2020). Dalam konteks Indonesia dipengaruhi kondisi ekonomi lemah dan tingkat 
pendiddikan rendah, minimnya kesadaran publik, agen distribusi yang tidak bertanggungjawab, serta penegakan hukum yang 
tidak ketat (Syugiarto, 2022; O.Michael, 2024). Selain itu, budaya patriarki dan norma yang tidak mengedepankan 
perlindungan manusia juga dapat memperburuk situasi ini (Bastari, 2018). Dalam konteks ekonomi, terdapat teori yang 
menyatakan adanya hubungan positif antara perdagangan dan pembangunan manusia, di mana aktivitas perdagangan 
diharapkan dapat meningkatkan standar hidup manusia (Azzaki, 2021). Namun, penting untuk diingat bahwa perdagangan 
manusia bukanlah bagian dari aktivitas perdagangan yang positif, melainkan merupakan kejahatan serius yang melanggar 
hak asasi manusia (Sitania & Suponyono, 2020). Dengan demikian, perlindungan terhadap korban perdagangan manusia 
harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Diperlukan kerjasama 
lintas sektor dan lintas negara untuk melawan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang adekuat serta 
optimalisasi peran pekerja sosial dalam pendampingan korban. 
Literature Review 

Literatur review terkait topik pekerjaan sosial yang berhubungan dengan perdagangan manusia banyak membahas jenis 
perdagangan meliputi eksploitasi seksual, pekerjaan anak, dan kerja paksa. Membahas mengenai faktor penyebab resiko,  
kebijakan, dan hukum maupun dukungan psikososial. Sehingga peran pekerja sosial menjadi menarik untuk dibahas 
mencakup kontribusinya terhadap proses identifikasi kasus dan faktor yang mempengaruhi juga perlindungan dan rehabilitasi 
korban perdagangan manusia atau victims human trafficking. Berikut peran pekerjaan sosial dan teori ekologi sosial yang 
membantu para pekerja sosial menemukan cara yang tepat dalam pemetaan dan penanganan kasus perdagangan manusia 
1. Peran Pekerjaan Sosial 

Pekerjaan sosial memainkan peran penting dalam menangani masalah perdagangan manusia yang kompleks. Pekerja 
sosial berada di garis depan dalam mengimplementasikan kebijakan dan intervensi untuk memerangi perdagangan orang, 
terutama dalam mengidentifikasi, mendukung para korban dan menjembantani korban dengan sistem dan kebijakan yang 
berlaku (ASEAN-Act, 2021). Mereka berperan penting dalam menyediakan pendekatan yang berpusat pada korban yang 
peka terhadap trauma yang dialami oleh individu yang telah diperdagangkan (Brunovskis, 2022) (Botha & Warria, 2021). 
Salah satu aspek penting dari peran pekerja sosial dalam memerangi perdagangan orang adalah keterlibatan mereka dalam 
identifikasi korban. Pekerja sosial sering kali terlibat dalam identifikasi korban perdagangan orang di garis depan, di mana 
keterampilan mereka dalam menilai dan memahami kebutuhan individu yang rentan menjadi sangat penting (Brunovskis, 
2022). Dengan mampu mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan memberikan dukungan yang tepat, pekerja sosial 
dapat membantu korban mengakses layanan dan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan dan reintegrasi ke dalam 
masyarakat (Botha & Warria, 2021). 
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Selain itu, pekerja sosial memainkan peran penting dalam memberikan layanan komprehensif kepada para penyintas 
perdagangan orang. Ini termasuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis para penyintas melalui perawatan, 
konseling, dan advokasi berbasis trauma (Amadasun, 2020). Pekerja sosial juga berkolaborasi dengan para profesional dan 
lembaga lain untuk memastikan respons yang holistik dan terkoordinasi terhadap perdagangan orang, bekerja untuk 
mencegah perdagangan orang kembali dan memberdayakan para penyintas (Renee Botha & Ajwang Wariaa, 2021). 

Selain dukungan langsung bagi para penyintas, pekerja sosial juga terlibat dalam meningkatkan kesadaran tentang 
perdagangan orang, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan mempromosikan inisiatif keadilan sosial untuk mengatasi akar 
masalah perdagangan orang (Moore et al., 2022). Dengan terlibat dalam pendidikan masyarakat, program pelatihan, dan 
pengembangan kebijakan, pekerja sosial berkontribusi pada respons masyarakat yang lebih luas untuk memerangi 
perdagangan orang secara efektif (Moore et al., 2022). Secara keseluruhan, pekerja sosial memainkan peran penting dalam 
memerangi perdagangan orang dengan memberikan dukungan penting bagi para penyintas, mengidentifikasi korban, 
mengadvokasi perubahan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dedikasi mereka untuk mempromosikan hak 
asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan 
oleh perdagangan orang. 
2. Teori Ekologi Sosial 

Teori ekologi sosial merupakan pendekatan dengan mengintegrasikan konsep ekologi (lingkungan) dan sosial demi 
memahami keterikatan manusia sebagai individu dan lingkungan tinggalnya (Fatma Sarie et al, 2023). Manusia menciptakan 
pola-pola interaksi sosial, institusi dan sistem sosial yang berpengaruh pada penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan 
lingkungan. Teori ekologi sosial sangat menarik sebab di masa post modern interaksi sosial antar individu memiliki konteks  
semakin beragam hal ini didorong sebab perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks. Teori ekologi sosial membagi 
ekosistem menjadi mikro, messo dan makro yang terbagi ke dalam beberapa skala meliputi skala individu, skala kelompok 
dan komunitas, skala daerah atau wilayah, skala nasional dan skala global. 

Pendekatan ekologi sosial menjadi pilihan bagi peneliti untuk memetakan kejadian victim human trafficking sehingga 
mendapat cara yang tepat dan terbaik bagi pekerja sosial untuk membantu dan memahami berbagai faktor yang 
mempengaruhi korban mulai dari tingkat individu hingga kebijakan dengan merancang rencana atau langkah-langkah 
intervensi yang paling cocok bagi korban dengan pendekatan atau intervensi dalam 3P yaitu tindakan preventif, protektif dan 
penuntutan pelaku. Teori ini mampu menyediakan alat analisis dan intervensi yang esensial bagi pekerja sosial dalam 
menangani kasus perdagangan manusia. Dengan pendekatan yang multidimensional dan holistik, pekerja sosial dapat 
memberikan dukungan yang lebih efektif kepada korban, memfasilitasi reintegrasi sosial, dan mengadvokasi perubahan 
kebijakan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di masa depan. 

 
METODH 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu systematic literature review (SLR). Metode ini dipilih karena 
pendekatan menyeluruh dan tidak memihak untuk proses tinjauan literature lain (Varheim et al, 2019) Metode SLR digunakan 
untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi dan menginterpretasi seluruh temuan pada literature terdahulu dalam topik  
Peran Pekerjaan Sosial yang dicompare dengan objek material berupa persoalan human trafficking. Sumber-sumber yang 
digunakan ditinjau dan diseleksi guna memenuhi kebutuhan penelitian yang relevan dengan topik. Dilain sisi untuk 
mengidentifikasi gap of knowledge yang penting dikaji (menjadi dasar) dalam penelitian selanjutnya. Adapun langkah-langkah 
penelitian yang dilakukan secara berurut meliputi: 
1. Perencanaan, tahap ini menentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan SLR. Peneliti menentukan judul 

dan konteks yang akan digunakan dalam pencarian literatur. Scope review digunakan dengan kriteria eksplisit untuk 
menentukan arah penelitian. Objek penelitian ini adalah peran pekerjaan sosial pada kejadian human trafficking serta 
role models penanganannya. Dalam ranah perdagangan manusia, pekerjaan sosial dengan pelaku yang disebut pekerja 
sosial berada di garda depan menangani dan mendukung korban perdagangan manusia. 

2. Pencarian literatur, peneliti menggunakan aplikasi publish or perish yang terhubung dengan portal ilmiah GoogleScholar 
untuk melakukan pencarian literatur yang relevan dengan fokus penelitian yang menjadi pembahasan dan masih 
relevan. Peneliti menggunakan beberapa keywords seperti peran pekerjaan sosial, intervensi, korban perdagangan 
manusia, psikososial dan penanganan prevalensi human trafficking. Kemudian, menggunakan aplikasi VoSViewer untuk 
mengindetifikasi kata kunci yang sering muncul dan keterhubungannya dengan kata kunci yang relevan dengan topik 
penelitian. Research Question yang dipilih mencangkup 3 pertanyaan penelitian yaitu “Apa saja faktor dan dampak 
perdagangan manusia?” “Bagaimana kebijakan dan tindakan preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia?” serta “  
Bagaimana panduan best practice bagi pekerja sosial?” 

3. Seleksi literatur, peneliti melibatkan penilaian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kriteria seleksi mencakup 
judul, metode, kualitas penelitian dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. 

4. Evaluasi dan analisis literatur, hal ini dilakukan untuk menginterpretasi temuan-temuan dan hasil penelitian satu dan 
yang lainnya dengan memetakan persamaan dan perbedaan demi menjawab pertanyaan penelitian yang telah 
ditetapkan berdasarkan kesimpulan kolektif dari literature yang dibaca. 

 
RESULT AND DISCUSSION 
Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia 

Dalam konteks faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia, terdapat beberapa referensi yang dapat memberikan 
wawasan yang relevan terkait dengan masalah ini. Salah satu faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya perdagangan 
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manusia adalah lemahnya penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan, yang memudahkan terjadinya transaksi 
perdagangan manusia (Plantika, 2020). Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan 
manusia, seperti dalam kasus migrasi berulang oleh mantan tenaga kerja internasional (Noveria, 2017). Selain faktor ekonomi 
dan keamanan, faktor sosial juga dapat memainkan peran dalam terjadinya perdagangan manusia. Seperti ketimpangan 
gender, korupsi, dan globalisasi serta kebijakan neoliberal dari lembaga keuangan internasional juga berkontribusi 
menciptakan alur perdagangan manusia semakin berkembang (Robert Payne, 2022) Dampak psikologis yang dialami korban 
perdagangan manusia juga dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi. Korban perdagangan manusia sering mengalami 
trauma dan masalah psikologis yang serius, seperti penderitaan akibat penyakit menular dan kekerasan yang mereka alami 
(Moru, 2021). Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia meliputi lemahnya 
penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan, faktor ekonomi yang mendorong migrasi berulang, faktor sosial seperti 
tindakan tidak aman dalam rekrutmen pekerja, dan dampak psikologis yang dialami korban (Brian Wampler, 2022). Upaya 
pencegahan dan penanggulangan perdagangan manu sia perlu memperhatikan faktor-faktor ini secara komprehensif. 

 
Dampak Psikososial Korban Perdagangan Manusia 

Dampak psikologis yang dialami korban perdagangan manusia merupakan aspek yang sangat serius dan memerlukan 
perhatian khusus. Studi menunjukkan korban perdagangan manusia sering kali mengalami trauma emosional yang 
mendalam, rasa takut dan cemas yang tinggi, depresi, rendahnya percaya diri, serta kecenderungan bunuh diri (Harahap & 
Soetikno, 2022). Selain itu, korban juga dapat mengalami perilaku maladaptif, rasa sedih yang mendalam dan tak berdaya, 
serta rasa malu karena stigma yang melekat (Kiling & Kiling-Bunga, 2020). Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi 
kesejahteraan emosional dan psikologis korban secara signifikan (Kumala & Sukmawati, 2020). Mereka juga rentan 
mengalami trauma emosional dan fisik akibat kekerasan, ancaman, dan penindasan yang mereka alami selama periode 
perdagangan manusia (Salami et al., 2018). Dampak psikologis ini dapat berdampak jangka panjang dan memerlukan 
intervensi yang tepat untuk membantu korban pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami (Salami et al., 2018). 

Selain itu, korban perdagangan manusia juga dapat mengalami gangguan memori, sakit kepala, dan sakit perut yang 
bersifat non-spesifik dan dapat terkait baik dengan masalah fisik maupun psikologis (Ottisova et al.,2016). Hal ini 
menunjukkan kompleksitas dampak psikologis yang dialami korban perdagangan manusia dan perlunya pendekatan holistik 
dalam memberikan dukungan dan perawatan kepada mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang 
dampak psikologis korban perdagangan manusia sangat penting dalam merancang intervensi yang efektif dan mendukung 
proses pemulihan korban. Upaya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan perawatan yang holistik kepada korban 
perdagangan manusia perlu diprioritaskan untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang mereka alami. 

 
Kebijakan dan Tindakan Preventif Perdagangan Manusia 

Berdasarkan referensi yang ada, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk 
mengatasi perdagangan orang. Kerja sama internasional, seperti Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak yang 
dibentuk oleh UNICEF, memainkan peran penting dalam penanganan kasus perdagangan anak di Indonesia (Novianti dkk.,  
2022). Indonesia menggunakan instrumen ASEAN secara aktif untuk mengatasi masalah perdagangan orang (Smerchuar & 
Madhyamapurush, 2020). Dengan terlibat dalam praktik-praktik regional dan pengembangan kebijakan, Indonesia 
berkontribusi pada upaya kolektif untuk mengatasi perdagangan orang di kawasan ASEAN. Selain itu, pemerintah Indonesia 
telah memberlakukan kebijakan anti-perdagangan orang dalam migrasi internasional untuk melindungi pekerja migran 
perempuan Indonesia yang rentan terhadap perdagangan orang (Daniah & Apriani, 2018). Kebijakan-kebijakan ini 
melibatkan analisis komprehensif terhadap faktor eksternal dan internal untuk memerangi perdagangan orang secara efektif. 
Selain itu, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan inisiatif non-negara dan perusahaan multinasional untuk 
meningkatkan upaya anti-perdagangan orang di masyarakat penghasil minyak (Uduji et al., 2019). 

Selain itu, pemerintah telah mengimplementasikan program dan kebijakan untuk mencegah dan memerangi 
perdagangan orang, yang mencerminkan komitmen untuk mengatasi masalah penting ini (Davy, 2016). Sebagai kesimpulan, 
pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memerangi perdagangan orang melalui kebijakan 
nasional, kerja sama internasional, dan upaya kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan 
strategi dan inisiatif yang komprehensif, Indonesia bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan perdagangan orang, 
melindungi masyarakat yang rentan, dan meningkatkan upaya penanggulangan perdagangan orang secara efektif. 

 

Best Practice Pekerjaan Sosial Perspektif Ekologi Sosial 
Perspektif ekosistem masyarakat dengan pendekatan ekologis merupakan basis teoritis yang komprehensif untuk 

perawatan sosial yang efektif (Terry Tse Fong, 2022). Hal ini memungkinkan pekerja sosial memiliki strategi untuk berpindah 
jangkauan dari tingkat intervensi mikro ke makro, dimulai dari individu hingga kebijakan. Selain itu pekerja sosial dapat 
mempengaruhi sistem klien melalui setiap kebijakan dan perencanaan bahkan psikoterapi atau pendekatan tingkat mikro 
lainnya. Kerangka kerja seperti ini lebih fleksibel sebab pengakuan terhadap hubungan transaksional antara kondisi 
lingkungan dan manusia terbuka dan saling bergantung. Perspektif ini menjadikan fasilitator dapat memetakan kebutuhan 
dan secara efisien menetapkan tindakan dari berbagai tingkatan baik individu keluarga kelompok kecil lembaga dan 
komunitas yang lebih luas. Secara teoritis victim human being setidaknya membutuhkan tiga interaksi lingkungan yang 
seimbang untuk pengembangan diri yang sehat. 

Kebutuhan individu yang diimbangi oleh sumber daya lingkungan, keterbukaan dan kesempatan di lingkungan yang 
harus menyeimbangkan aspirasi setiap individu, serta aturan-aturan di lingkungan yang harus seimbang dengan menyerap 
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kemampuan dan keterampilan individu. Seringkali ekosistem klien terdiri dari cara kerja yang tumpang tindih baik di  
lingkungan keluarga tempat kerja dan masyarakat serta subsistem lainnya. Penggunaan konsep transaksional tersebut akan 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah yang efektif antara individu dan lingkungan artinya persoalan korban atau 
klien bukanlah dari patologi individu melainkan produk ekosistem yang tidak berfungsi atau permasalahan dalam fungsi sosial 
(Christopher Hood, et al, 2022). 

Trafficking Human being dapat dihadapi dengan optimalisasi peran pekerja sosial melalui riset untuk memahami faktor- 
faktor kejadian yang mendukung perdagangan manusia. Riset yang dapat dilakukan meliputi identifikasi korban melalui 
konseling, advokasi hak-hak korban dan terlibat dalam proses kebijakan. Peneliti mengidentifikasi terdapat 3 tahapan praktik 
pekerjaan sosial menggunakan perspektif ekologi sosial yang menekankan interaksi antar individu dan lingkungan sosial 
masyarakat atau komunitas mereka sendiri. Tahapan-tahapan tersebut yaitu microsistem, mezzosistem dan macrosistem. 
Penggunaan teori ini memungkinkan pekerja sosial merancang intervensi yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan 
asal dan lingkungan tinggal yang mampu mempengaruhi resiko dan pemulihan korban perdagangan manusia (victims human 
trafficking). Adapun realisasi nyata teori ini dapat dibaca melalui tabel berikut 

 
Micro Praktik yang mungkin 

dilakukan dengan klien 
atau korban bersama 
keluarga untuk mengatasi 
persoalan mereka terkait 
human trafficking. Selain 
itu berguna untuk 
memahami basic need 
individu dan keluarga 

Membantu para VTN menemukan tempat tinggal yang sesuai 

Melakukan layanan kesehatan dengan baik 

Melakukan layanan sosial 

Melakukan terapi konseling pribadi 

Melakukan konseling keluarga 

Pendampingan sekaligus pengobatan korban perdagangan manusia yang menderita 
gangguan kesehatan mental akibat trauma dan obat-obatan 

Mezzo Skala menengah bagi 
pekerjaan sosial dengan 
pelibatan  organisasi, 
institusi atau kelompok 
seperti bekerjasama 
dengan lembaga 
pendidikan,  tempat 
ibadah, komunitas, 
lembaga kesehatan dan 
lembaga kecil lainnya 
untuk memaksimalkan 
tindakan preventif dan 
rehabilitative  melalui 
kegiatan seminar, 
lokakarya dan diskusi 
kelompok 

Pengembangan jaringan dukungan seperti mengkoordinasikan pertemuan rutin antara 
penegak hukun membahas penyelesaian human traffickin 

Bekerjasama dengan lembaga kesehatan, Non Government Organization dan pusat 
pelayanan sosial 

Membentuk kelompok dukungan bagi VHT berisi para penyitas perdagangan manusia, 
korban-korban dan tenaga ahli. Kegiatan berupa dukungan emosional melalui berbagi 
pengalaman dengan penyediaan tempat aman dengan konselor atau fasilitator yang terlatih 

Kampanye kesadaran publik tentang perdagangan manusia serta informasi terkait laman- 
laman untuk pelaporan khusus dengan menggunakan platform media sosial. Hal ini 
disampaikan melalui materi edukatif baik secara langsung maupun tidak seperti pamflet 
poster infografis yang berisi informasi terkait perdagangan manusia 

Mengadakan pelatihan bagi profesional dan relawan komunitas untuk mengenali dan 
menangani kasus human trafficking meliputi identifikasi human trafficking deteksi dini 
pengetahuan dan metode intervensi korban 

Menginisiasi program pemberdayaan ekonomi seperti membuka keterampilan kerja 
membuka akses mikro atau UMKM dan pengembangan usaha kecil 

Menyusun rekomendasi kebijakan dan mobilitas dukungan masyarakat. Selain itu, 
membantu victim human trafficking kembali ke masyarakatnya secara independen 

Makro Praktek kerja sosial tingkat 
makro  dengan 
mengintervensi lembaga- 
lembaga yang memiliki 
pengaruh dan skala besar 
untuk mempengaruhi 
seluruh komunitas dan 
sistem perawatan 

Mengorganisir kelompok aktivis di seluruh negara atau dengan mengadvokasi perubahan 
kebijakan sosial skala besar 

Merekomendasikan untuk mengubah undang-undang 

Melakukan pemberdayaan terhadap klien atau korban dengan melibatkan mereka dalam 
perubahan sistemik sehingga saat menjadi penyitas mereka siap untuk membagi pengalaman 
perubahan yang lebih baik 

 
Discussion 

Teori ekologi sosial memandang individu dalam konteks interaksi dinamis dengan lingkungan mereka meliputi keluarga 
komunitas institusi dan masyarakat luas. Pada persoalan perdagangan manusia teori ini berguna untuk memahami 
problematika perdagangan manusia bukan sekedar persoalan individu saja tetapi sebagai akibat atau efek dari bermacam 
faktor lingkungan. Dengan mempertimbangkan tingkatan lingkungan individu berasal sampai pada lapisan tertinggi yaitu 
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kebijakan pemerintah teori ini mampu menemukan intervensi dengan pendekatan yang lebih komprehensif (Old, 2022). 
Poluakan & Nurwati (2019) dalam pandangannya mengenai peranan pekerjaan sosial terhadap kemiskinan kultural dan 
penanganannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pekerjaan sosial dapat berkontribusi dalam menyelesaikan 
masalah sosial yang kompleks seperti perdagangan manusia. Selain itu peran dukungan sosial dalam interaksi positif antara  
pekerjaan dan keluarga serta kepuasan hidup juga relevan dalam konteks ini (Dhamayantie, 2018). 

Dukungan sosial dapat membantu individu, termasuk korban perdagangan manusia, dalam mengelola peran mereka di 
tempat kerja dan dalam keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup mereka. 
Selain itu, perancangan program absensi karyawan berbasis web menggunakan metode Waterfall juga dapat memberikan 
wawasan tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, 
termasuk dalam konteks pekerjaan sosial (Kholifah et al., 2022). Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pekerja 
sosial dalam mengidentifikasi, melacak, dan memberikan layanan kepada korban perdagangan manusia dengan lebih efisien. 
Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. 
Melalui pendekatan yang holistik, pekerja sosial dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan layanan yang dibutuhkan 
oleh korban perdagangan manusia, serta berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia 
secara lebih luas (Lili Mangli, 2023). 

Pada tindakan preventif pekerja sosial melakukan peningkatan kesadaran dengan menyediakan pendidikan atau 
pelatihan oleh profesional tentang tanda-tanda perdagangan manusia dan laman untuk melaporkannya. Hal ini akan 
berdampak pada peningkatan pemahaman publik terkait pencegahan perdagangan manusia. Selain itu pelibatan tokoh 
sentral di masyarakat atau involvement of community leaders dalam upaya pencegahan dan intervensi. Hal ini mampu 
memperkuat jaringan untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan manusia. Perkara lain yang juga penting yakni 
melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data terkait trend perdagangan manusia serta pergerakannya untuk mencari 
strategi paling tepat dan memastikan efektivitas program (Tongat, 2022). 

Sedangkan, pada tindakan protektif dan penuntutan pelaku, pekerja sosial melakukan pendekatan dengan memahami 
trauma dengan menyediakan layanan terhadap kebutuhan psikologis dan emosional korban. Hal ini dapat terealisasi dengan 
memberitahu keluarga dan lingkungan terdekat untuk saling menjaga dan menghindari pemicu trauma sekaligus bersinergi 
dalam pemulihan korban. Memberi penilaian terkait kebutuhan individu dan lingkungan guna mencari jalan keluar dengan 
menemukan faktor yang berpengaruh pada kerentanan korban dengan melakukan penilaian atau rancangan intervensi yang 
tepat terhadap kebutuhan psikologis fisik sosial dan bantuan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan konseling dan terapi 
untuk membantu korban pulih dari trauma dan kembali pada rutinitas mereka, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk 
mencapai kemerdekaan secara ekonomi, membuka akses pada lapangan pekerjaan dan bantuan modal. Selain itu, membuka 
jejaring yang berisi layanan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan korban seperti akses bantuan hukum dan layanan 
kesehatan yang bekerja sama dengan Non Government Organization untuk memastikan korban terlindungi dari perilaku dan 
jaringan perdagangan lain, perlindungan privasi selama proses hukum berlangsung, serta memperjuangkan hak-hak korban 
(Kaitlin, 2023). 

Semua langkah-langkah ini merupakan pendekatan yang berpusat pada korban (empowerment) dengan melibatkan 
korban pada pengambilan keputusan serta culturally sensitive approache yaitu melihat mengamati dan menghormati latar 
belakang korban serta menyediakan layanan yang menyesuaikan preferensi mereka. 

 

CONCLUSSION 
Berdasarkan diskusi yang luas tentang peran pekerjaan sosial dalam menangani perdagangan orang, jelaslah bahwa 

pekerja sosial memainkan peran yang sangat penting dan beragam dalam memerangi kejahatan ini. Pekerja sosial berperan 
dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang, memberikan pendekatan yang berpusat pada korban, dan menawarkan 
layanan yang komprehensif kepada para penyintas. Mereka berada di garis depan dalam memberikan perawatan, 
konseling, dan advokasi berbasis trauma untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis para penyintas. Selain  
itu, pekerja sosial berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang, 
mengadvokasi perubahan kebijakan, dan mempromosikan inisiatif keadilan sosial untuk mengatasi akar penyebab 
perdagangan orang. Keterlibatan mereka dalam pendidikan masyarakat, program pelatihan, dan pengembangan kebijakan 
meningkatkan respon masyarakat untuk memerangi perdagangan orang secara efektif. Secara keseluruhan, peran 
pekerjaan sosial dalam menghadapi perdagangan orang sangat diperlukan dalam memberikan dukungan kepada para 
penyintas, mengidentifikasi korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran di masyarakat. 
Melalui dedikasi mereka untuk mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan, pekerja sosial 
memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia. 
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